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BAB IV 

ANALISIS 

 

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan pembukaan 

UUD 1945 sebagai cita negara hukum, serta terdapat juga dalam batang tubuh 

dan penjelasan UUD 1945 mengandung kata keadilan, dimana kata inin 

terdapat pada alinea I pembukaan UUD 1945, alenia II dan alenia ke IV, 

istilah keadilan itu merujuk pada pengertian Negara hukum karena salah satu 

tujuan Negara Hukum adalah mencapai keadilan.
154

 

Secara spsesifik konsep keadilan negara hukum Indonesia bukan hanya 

keadilan hukum tetapi juga keadilan sosial. Studi tentang negara hukum telah 

banyak dilakukan oleh ahli hukum Indonesia, walaupun studi-studi tersebut 

belum dapat sepenuhnya menentukan bahwa Indonesia tergolong sebagai 

negara hukum dalam pengertian rechstaat atau  rule of law. Sedangkan Oemar 

Senoadji menyebutkan bahwa Indonesia memiliki  ciri khas tersendiri, hal ini 

karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, lebih 

lanjut oemar menyebutkan bahwa Indonesia dapat  juga disebut Negara 

Hukum Pancasila,  salah satu ciri khas dari Indonesia sebagai negara hukum 

Pancasila adalah  adanya jaminan terhadap freedom of  religion atau 

kebebasan Bergama.
155

 Oleh karena terkandung dalam Pancasila sebagai dasar 

                                                             
154

Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, 

Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 

1996, h. 79 

 
155

Azhary,Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya,Dilihat Dari Segi 

Hukum Islam,Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini),Penerbit 

Kencana,Jakarta,2003, h.92. 
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pokok dan sumber hukum, maka dalam setiap aturan atau undang-undang juga 

harus memenuhi asas kebebasan beragama. 

Termaktub dalam UUD 1945 pasal 29 tentang kebebasan beragama 

dalam menjalankan ajarannya. BPJS salah satu program jaminan sosial yang 

merupakan program pemerintah yang termuat dalam Undang-undang. Yang 

memiliki perbedaan persepsi antara penyelenggaraannya dengan prinsip 

pandangan agama islam. Seperti yang di jelaskan pada latar belakan bahwa 

ada unsur yang tidak sesuai ajaran agama dalam bermuamalah. Dan itu 

menjadi masalah sebagian kelompok sudut pandang islam. Maka, di bawah ini 

dapat kita lihat bagian tersebut. 

A. Analisis Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Hukum 

Ekonomi Syariah 

1. Pendaftaran Peserta BPJS Menurut Hukum EkonomiSyariah. 

Pasal 14mengharuskan agar setiap orang yang bekerja di Indonesia 

wajib menjadi peserta BPJS dengan ketentuan bekerja paling singkat 6 bulan. 

Pasal 14 hanya mengharuskan setiap orang yang bekerja di Indonesia baik 

warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang bekerja di Indonesia 

paling singkat 6 bulan wajib menjadi peserta BPJS. Di lanjutkan dengan Pasal 

15 tentang pemberi kerja yang di haruskan mendaftarkan dirinya dan 

pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS. Pemberi kerja melakukan 

pendaftaran dirinya dan pekerjanya menjadi peserta BPJS dan di lakukan 

dengan bertahap. Pasal 16 Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan 

Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial 
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wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada 

BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.Pemberi Kerja, 

Pekerja, dan penerima Bantuan Iuranwajib memberikan data mengenai dirinya 

dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. 

Pasal 14, 15 dan 16 ini adalah tentang pendaftaran peserta BPJS pada 

bab 5 tentang Kepesertaan dan iuran. Dalam pelaksanaan pendaftaran ini 

bertentangan dalam prinsip syariah, hal ini karena dalam pendaftaran BPJS 

tidak disebutkan penggunaan akad,dalam hal tentang akad yang akan 

digunakan atau dalam bentuk perjanjianyang akan digunakan. Berdasarkan 

Penjelasan dalam teori akad bahwasannya Perjanjian sudah dikatakan dapat 

terwujud apabila rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan dari segi keabsahan 

perjanjiannya, masih tergantung apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan 

persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan hukum syara‟, dengan tidak 

disebutkannya akad apa yang akan digunakan maka dengan demikian tidak 

dapat dijelaskan atau diketahui perjanjian atau transaksi yang akan dilakukan 

oleh BPJS dan calon peserta telah memenuhi rukun-rukun serta syarat 

keabsahan akad dalam Islam.  

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada 

agar keberadaan akad diakui oleh syara‟. Namun jika syarat ini tidak terpenuhi 

maka akadnya menjadi batal. Bagian yang termasuk dalam kategori 

persyaratan ini ialah: 

a. Ketentuan umum berupa persyaratan yang terdapat dalam rukun-rukun 

akad. Karena pada setiap bagian rukun akad ada persyaratan tersendiri 
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yang harus dipenuhi.karena itu jika tidak terpenuhi maka hukumnya batal. 

Misalnya agar seseorang dapat menjadi aqidain dalam perjanjian, maka 

harus memenuhi syarat subjek hukum, dan 

b. Berupa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi dalam akad tertentu, 

misalnya: keberadaan saksi-saksi dalam akad nikah, serah terima akad 

kebendaan, dan lain-lain. 

Suatu akad dinilai sah oleh syara‟ kalau ada kesesuaian dengan rukun 

dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara‟. Dalam akad ini akibat 

hukum yang ditimbulkan berlaku sejak dimulai berlangsungnya akad. 

Kemudian suatu akad dikatakan tidak sah menurut hukum syara‟ apabila 

sebagian rukun atau syaratnya yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. 

Konsekuensi hukum akad yang tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu batal dan 

fasid. Batal terjadi ketika pada saat mulai berakad sudah tidak sesuai dengan 

rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum syara‟. Sedangkan fasid berbeda 

dengan batal, karena batal sejak awal memang sudah tidak sesuai dengan 

hukum syara‟, sedangkan perbuatan yang semula sesuai dengan hukum syara‟ 

namun karena ada factor perbuatan tertentu yang merusak keridaan „uyub al-

rida menyebabkan akad tersebut menjadi fasid. 

Syarat luzum luzum merupakan syarat kepastian hukum dalam akad, 

sehingga tidak ada hak memilih khiyar untuk meneruskan atau membatalkan 

fasakh. Persyaratan ini ditetapkan oleh syara‟ berkenaan dengan kepastian 

sebuah akad. Jika akad belum bisa dipastikan berlakunya karena adanya hak 

khiyar, maka akad seperti ini disebut belum pasti ghairu lazim. 
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Untuk menjalankan akad, ada beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi, diantaranya telah memenuhi syarat kecakapan ahliyah untuk 

bertindak hukum dan memiliki kewenangan wilayah untuk melakukan 

perbuatan hukum. Pengertian bertindak hukum dalam konteks ini adalah hak 

seseorang untuk melaksanakan akad, baik atas nama diri sendiri maupun 

perwakilan. 

Peserta bayar premi bulanan, namun tidak jelas berapa jumlah yang 

akan diterima.dalam hal ini adalah berapa lama ia sakit dan di rawat 

berdasarkan kelas, perbedaan kelas dalam BPJS hanya pada rawat inap saja. 

Maka jumlah manfaat yang di terimaoleh peserta BPJS bisa lebih besar, bisa 

kurang. Di situlah  unsur gharar  ketidak jelasan dan untung-untungan. 

Ketika gharar itu sangat kecil, mungkin tidak menjadi masalah. Karena 

hampir dalam setiap jual beli, ada unsur gharar, meskipun sangat kecil. 

Dalam asuransi kesehatan BPJS, tingkatannya nasional. Perputaran 

uang di sana besar, ketika sebagian besar WNI menjadi peserta BPJS, dana ini 

bisa mencapai angka triliyun. Jika dibandingkan untuk biaya pemeliharaan 

kesehatan warga, akan sangat jauh selisihnya. Artinya, unsur ghararnya sangat 

besar. 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, beliau mengatakan, 

 حَ دَّ ثَحَ حَىاحَوبُ وحَ كْ رٍ حَ بُ كْ حَىابُىوثَكْ حَىاحَوبِ ىحَ كْ حَ حَ حَىاحَ حَ دَّ ثَحَ حَىاوثَكْ بُ بِاكْ بِ يحَ حَ ثَكْ بُ ثَحَ كْ بِاالدَّىبِ حَ كْ حَوبِ ىالزِّاحَىابِ حَ بِىاحَ كْ حَ بِ حَ كْ حَوبِ ىبُ حَ ثَكْ حَ 
دَّ  156. حَااكْحَ حَىةبِ  -  حَااحَ بُ كْ حَىابُ  - اثَحَىحَ  حَ كْ ثَحَ كْ بِىاكْ حَ حَ بِ - صل ىالى ل ى سلم -ةحَاحَادَّىا دَّ بِ
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Abū Dāud, Sunan Abī Dāud, h.608. 
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”Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli 

gharar.” (HR. Muslim). 

Jika iuran tersebut menggunakan sistem Asuransi Konvensional, 

peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli 

pelayanan atas risiko (yang belum tentu terjadi), maka ini hukumnya haram. 

Lebih jelas keterangan dapat dilihat Fatwa MUI, No: 21/DSN-

MUI/X/2001(Pedoman Umum Asuransi Syariah). 

Adapun jika menggunakan sistem Asuransi Takaful, pesertanya harus 

memberikan hartanya secara suka rela -bukan terpaksa- demi kemaslahatan 

bersama, tanpa mengharapkan harta yang diberikan tersebut. Maka dalam hal 

ini hukumnya boleh. Dapat juga dilihat Fatwa MUI, No: 21/DSN-

MUI/X/2001(Pedoman Umum Asuransi Syariah). 

Ini berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asy‟ari radhiyallahu 

„anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

 :     ىمح  و ىا لاء    ىحمىاو  سىم   بر     و براة   و   س قىل
 )  ىاا    ل ىالى ل ى سلم

جم  امىكىا   همف   و ا  ثمى تي  هبيط ىم  ىله  ىلم    إاىاش      ذاا مل اف ىا ل ا  ل
 157 ( نه ف  اىء ا  وىاي   فى     ااىم ىم

“ Sesungguhnya keluarga al-Asy‟ariyun jika mereka kehabisan bekal 

di dalam peperangan atau menepisnya makanan keluarga mereka di 

Madinah, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu 

kain, kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu bejana, maka 

mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka.“ (HR 

Bukhari, 2486 dan Muslim) 

                                                             
157

Abu Abdullah Muhammad bin Isma‟il Al-Bukhari, al-Jāmi‟ al-Shahīh: al-Musnad min 

Hadīts Rasūlillāhi saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi,  (Al-Qāhirah: Al-Muthaba‟ah Al-Salafiyah Wa 

Maktabatuhā, 1403 H), h.204. 
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Beberapa hal juga harus di perhatikan  untuk mencapai suatu 

perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu di 

penuhinya formalitas-formalitas tertentu sabda Nabi SAW, Sesungguhnya 

Jual Beli itu Berdasarkan Kata Sepakat
158

, dalam kaidah hokum islam, pada 

asasnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumya 

adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. BPJS memiliki perjanjian 

berupa formulir pendaftaran di mana ini juga memiliki perjanjian di mana 

keduanya telah mengetahui bahwasannya akan terjadi sesuatu pada saatnya 

nanti. 

Bila mengacu pada kaidah islam di mana menetapkan syarat dalam 

muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang 

melarangnya. Dalam hal ini perjanjian yang di buat oleh BPJS sah dan boleh. 

Jadi perjanjian BPJS ada kekurangan pada jenis akad yang di lakukan secara 

pandangan hokum islam. Setiap bentuk perjanjiannya akad berbeda – beda 

dalam hal BPJS dengan Peserta BPJS, BPJS menerima dana dan sebagai 

pengelola, BPJS kepada pihak lembaga Kesehatan dansebagainya. Semua ini 

hendaklah memilikia akad yang jelas dan buat trasparansi. 

2. Praktek Sanksi Peserta BPJS Menurut Hukum EkonomiSyariah. 

Sebagaimana dicantumkan dalam peraturan BPJS no 1 th 2014 pasal 

35 ayat 4 “keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan yang di 

maksud pada ayat (1) oleh pemberi kerja penyelenggara negara, di kenakan 

denda administrative sebesar 2% perbulan dari total iuaran yang tertunggak, 

                                                             
158

  Ibn Hibban, Shahih Ibn Hibban (Berikut: Mu‟assasah ar-Risalah,1414/1993), hadfis 

no.4967; dan ibn Majah, sunah ibn Majah (Berikut:Dar al-Fikr,t.t).II:737,hadis no.2185 
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paling banyak untuk waktu 3 bulan, yang di bayarkan bersamaan dengan total 

iuran tertunggak oleh pemberi kerja”. seseorang yang berhutang dan terlambat 

dalam pembayarannya tidak boleh dibebani dengan membayar denda karena 

ini termasuk riba yang diharamkan kecuali jika ia mampu dan tidak ada itikad 

baik untuk membayar maka menurut sebagian ulama boleh dikenakan denda 

yang diperuntukkan sebagai dana sosial yang sama sekali tidak boleh diambil 

manfaatnya oleh yang menghutangi. Bisa dilihat di dlam fatwa MUI DSN no 

17 / DSN-MUI- IX th 2000 (Fatwa tentang sanksi atas nasabah yang mampu 

tapi menunda nunda pembayaran). Denda tersebut termasuk syarat, syarat 

bersanksi yaitu syarat denda atas keteledoran,  sebagian ulama membolehkan 

sanksi  atas keteledoran tetapi tidak membolehkan denda di dalam hutang 

piutang. Dalam BPJS tidak termasuk kategori denda karena hutang piutang. 

Apabila karena hutang piutang maka denda ini masuk kedalam Riba Jahiliyah. 

Namun dalam BPJS penulis menemukan denda yang dilakukan boleh 

karena seseorang akan mengalami bahaya bila terjadi keterlambatan 

pembayaran. Dapat juga orang lain tidak tertolong di sebabkan peserta BPJS 

lambat membayar sedangkan orang lain dalam keadaan membutuhkan 

bantuan. Peserta BPJS boleh di kenakan denda karena ia telah menyatakan 

dalam perjanjiannya untuk tidak terlambat dalam pembayaran di awal 

pendaftaran. Hal ini berdasarkan Al‟Quran  

محَى بُتلحَ ثَ  حَلحَ  بُ  حَ حَمحبُبِلزِّ يا دَّ  بِ حَاحَاتبُ مبُ بُ مٌ  حَ   لدَّتلحَ بُ  حَىبِ  حَ بُااحَا حَ  بِ بِادَّ ءحَامحَ بُ اكْاحَ فبُ اكْوبِيا بُقبُ ابِابُ بِ احَ ثَ ىحَىاادَّ بِ يحَ

 كبُ بُ حَى بُ بِ  بُ هحَ  حَحإبِادَّيالدَّ 
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Artinya:Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya (Qur‟An Al-Maidah ayat(1)
159

 

Al‟Quran 

 حَاادَّ بِ يحَ  حَ قبُضبُ احَ 

احَ ئبِ حَلحَىبُ بُيالدَّ  حَ بُ حَلهحَبُ يبُ ءبُالۦٓ حَ حَققحَ بُ وحَحَىاحَمحَ حَاالدَّىبُ بِهبِ ۦاحَاالدَّىبِ بِ  حَ  بِمبِ  حَ قبِهبِ  حَه احَا بُ صحَلحَ حَ بُفيبِ بُ احَفبِ ياحَ ضبِ بُ كْ

 ادَّا بِ 
Artinya: Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan 

dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya 

dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang 

memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk 

(Jahannam).
160

 

Bila hal ini di langgar maka sebaiknya di kenakan sanksi karena akan 

merugikan orang lain dan menzalimi orang lain. Hadis Rasullullah: 

الدَّهبِ   - حَ دَّ ثَحَ حَى حَ كْ بُاالدَّىبِ ثَكْ بُ  سف أبراىمحَىابِ رٍ حَ كْ حَوبِ ىالزِّاحَىابِ حَ بِىاحَ كْ حَ بِ حَ كْ حَوبِ ىبُ حَ ثَكْ حَةحَاحَاثَدَّ حَسبُ احَ
اكْ حَ بِ زِّ بُلكْ مٌ حَإبِذحَاابُ كْ بِ حَ حَ حَ بُكبُ كْ حَلحَ  حَلبِ ءرٍ » حَىلحَ - صل ىالى ل ى سلم  .161.«فثَحَلكْ حَتكْ حَ كْ محَقكْلابُ

Dari Abu Hurairah radhiallahu „anhu meriwayatkan bahwa 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Penundaan (pembayaran 

hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman, maka jika salah 

seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” 

(HR. Al-Bukhari) 

 

 

                                                             
159

Depertemen Agama, Alquran dan Terjemahnya (Jawa Barat: Diponegoro, 1998) 
160

Ibid 
161

 Al-Bukhari, al-Jāmi‟ al-Shahīh:juz 2, h. 139 
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3. Praktek Investasi dana Peserta BPJS Menurut Hukum Ekonomi 

Syariah. 

Yang juga menjadi perhatian ialah riba di dalam pelaksanaan investasi 

oleh BPJS di sebutkan dalam Undang-undang BPJS Pasal 11 Butir 

b“Menempatkan Dana Jaminan Sosial investasi jangka pendek dan jangka 

panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati – 

hatian, keamanan  dana, dan hasil yang memadai.” Pasal 13 Butir 

b“Mengembangkan asset Dana Jaminan Sosial dan Aset BPJS untuk sebesar – 

besarnya kepentingan peserta”.  

Hal ini tertuang dalam UU BPJS no.24 th 2011 pasal 11 dan UU SJSN 

no 40 2004 pasal 1 ayat 7 serta peraturan BPJS  no.1 th 2014 pasal 33, ini juga 

disebutkan UU no.24 th 2014 bahwa jaminan sosial disimpan dalam bank 

pemerintah yang ditunjuk. Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS adalah 

hasil dari investasi  ribawi.Pengelola BPJS sengaja melakukan akad investasi 

yang disimpan dalam bank-bank konvensional dan hasilnya peserta terima 

berupa pelayanan kesehatan. Ini berbeda dengan dana haji ataupun dana-dana 

lain dari pemerintah yang diterima masyarakat karena di dalamnya tidak ada 

akad investasi  tetapi hanya akad mendapatkan pelayanan yang mana 

masyarakat tidak mempunyai  pilihan lain kecuali melalui pemerintah, selain 

itu di dalam asuransi sosial tidak dibolehkan mengambil keuntungan kecuali 

sekedar gaji bagi pengelola sesuai dengan kerjanya. 
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pasal 41 ayat 2 Butir d,“investasi dalam istrumen ivestasi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 43 ayat (2) bulir c “investasi 

dalam instrument investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

B. Solusi atas permasalahan Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis berikan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa ada tiga masalah utama dari BPJS berdasarkan yang 

penulis lihat pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial, tiga hal tersebut telah penulis identifikasi pada bagian 

sebelumnya, permasalah tersebut yaitu: 

1. Akad yang akan digunakan 

Jika dilihat pada pasal 14, 15 dan 16 UU No. 24 tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berisi ketentuan 

mengenai pendaftaran peserta BPJS maka penulis tidak menemukan akad 

apa yang akan digunakan serta adanya ketidak jelasan besaran jumlah 

yang akan diterima peserta BPJS jika dianggap transaksinya adalah 

asuransi, sehingga hal menimbulkan ketidak jelasan atau gharar ketika 

calon peserta BPJS melakukan pendaftaran, untuk mengatasi hal tersebut 

menurut penulis dapat dilakukan perubahan akad yang digunakan dalam 

transaksi BPJS. 

Akad yang dapat digunakan pada BPJS menurut penulis adalah 

akad tabarru‟ pada asuransi syariah, dimana akad ini telah difatwakan oleh 

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No.53 tahun 2006 mengenai akad 
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tabarru‟ pada asuransi syariah ini telah menjelaskan penggunaan akad 

tabarru untuk asuransi bersama antar peserta. 

Pada akad tabarru ini dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan 

kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan 

komersial. Berdasarkan fatwa maka akad tabarru ini juga harus memuat 

hak dan kewajiban masing masing peserta, serta cara dan waktu 

pembayaran premi dan klaim, atau dapat juga diberikan syarat lain yang 

telah disepakati sebelumnya. 

Penggunaan akad tabarru ini berdasarkan hadist Nabi: 

وثَكْ بُىاكْ حَلاحَءبِالهكْحَ كْ حَاابِ    -  حَاالدَّفكْ بُلبِ حَمكْ حَ  -  حَ دَّ ثَحَ حَىاحَكْ حَ  ثَكْ ثَبُ حَمكْ حَ ىاتدَّ بِ  بِ ثَ  حَاحَوبُ وحَ كْ بِوثَكْ بُ حَوبِ ىحَ كْ حَ حَ حَمحبُحَ دَّ بُ
الدَّهبِ    حَىاحَ حَمكْ حَ  حَأكْ ثَحَ حَاحَى حَ حَىاحَ أحَ حَاابِحَ دَّ ثَحَ حَىاحَوبُ مبُ حَى بِ حَ حَ حَ بِىاحَ كْ حَىبِ حَ كْ حَوبِ  حَىابِرٍ حَ كْ حَوبِ ىبُ حَ ثَكْ حَةحَ حَىاحَقحَىاحَ حَسبُ ابُ

- صل ىالى ل ى سلم-
اثَكْ حَىاثَحَفدَّيحَىالدَّىبُ حَ ثَكْىبُ بُ كْوحَ ةًمبِ كْ بُ حَوبِ ثَحَ كْمبِىاكْقبِ حَىمحَ بِ حَمحَ ثَكْ حَيدَّ حَ حَلحَ  بُ كْيبِ رٍ حَ دَّ » محَ ثَكْ ثَحَفدَّيحَ حَ كْ بُ كْمبِ رٍ بُ كْوحَ ةًمبِ كْ بُ حَوبِىا  

اثَكْ حَى حَا أبِ حَةبِ حَاالدَّىبُفبِ  حَ كْابِىاكْ حَ كْ بِمحَىكحَىاحَ  تثَحَ حَهبُىالدَّىبُفبِ ىا   لبِ ةًىسحَ تثَحَ حَمبُيكْ اثَكْ حَى حَا أبِ حَةبِ حَمحَ كْيحَ  حَاالدَّىبُ حَلحَ كْىبِفبِ ىا  
تحَ حَ حَقحَ كْممٌ بِ  الدَّىبُلحَىبُ بِىبِقحَ بِ قةًىإبِاحَ ىاكْحَ دَّ بِ حَمحَىا كْ ااكْ حَ كْ بُفبِ  حَ كْابِ حَأبِ ىبِ حَمحَ كْيحَلحَ حَقحَ بِ قةًى ثَحَلكْتحَ بِيبُفبِ ىبِ بِلكْ ةًىسحَىدَّلاحَ

ا حَسبُ اثَحَىبُ ثَحَ ثَكْ ثَحَىبُ كْ بِادَّاثَحَلحَاحَتثَكْ حَلحَ كْىبِ بُىايدَّ بِ  حَ بُ حَ حَىبِ حَتثَكْىبُ بُىا دَّحمكْحَ بُ حَ حَ    ثَحَ كْترٍ بِ كْ ثَبُ بُ  بِىالدَّىبِ حَتثَكْلبُ احَ بِتحَىوحَىالدَّىبِ حَ ثَحَتحَ حَ
 162.«فثَدَّتثَكْىبُ بُىاكْ حَلاحَ بِ حَ بُ حَذحَكحَ حَهمبُبُىالدَّىبُفبِ  حَ كْ بِ كْ حَهبُ حَمحَ كْ حَقدَّ حَ بِبِ حَ حَلبُىبُلحَ كْ بُيكْ بِ كْ بِىبِ حَيحَ بُهبُ 

 “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatukesulitan di 

dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan 

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 

saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah). 

 

 حَ دَّ ثَحَ حَىاحَوبُ وحَ كْ بِوثَكْ بُ حَوبِ ىحَ كْ حَ حَ حَاحَوبُ  حَىمبِ رٍااحَشكْ حَ بِ ثَ قحَىاحَ حَ دَّ ثَحَ حَى حَ كْ بُاالدَّىبِ ثَكْ بُ بِاكْ بِ يحَ حَاحَوبُ ابُسحَىمحَ حَ  حَ حَ دَّ ثَحَ حَى
وثَكْ بُىاكْ حَلاحَءبِاحَوبُ كبُ حَ كْ رٍمحَ دَّ ثَحَ حَىاوثَكْ بُىاكْ بُ حَى حَكبِ حَاوثَكْ بُ بِاكْ بِ يحَ حَاحَوبُ ابُسحَىمحَ حَكبُل ىبُ كْ حَ كْ ثَبُ حَ كْ رٍ حَ كْ حَوبِ  ثَبُ كْاحَةحَ حَ كْ حَوبِ  بُ  محبُحَ دَّ بُ
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Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, Shahīh Muslim, Juz.2,(Beirūt: 

Dār al-Kutub al-„ilmiyah), h.501. 
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الدَّهبِ  - صل ىالى ل ى سلم -سحَ قحَىاحَقحَىاحَ حَسبُ ابُ
وثَحَ كْضبُىبُ ثَحَ كْضةًى»  163.«ااكْ بُ كْمبِ بُلبِلكْ بُ كْمبِ بِ حَىاكْ ثَبُ ثَكْ حَىابِ حَىبُ  

 

“Seorang mu‟min dengan mu‟min yang lain ibarat 

sebuahbangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain”(HR Muslim 

dari Abu Musa al-Asy‟ari). 

Fatwa DSN no.53 tahun 2006 juga menjelaskan kedudukan para 

pihak dalam akad tabarru‟, dimana dalam fatwa disebutkan bahwa pada 

akad tabarru‟ atau hibah, maka peserta memberikan dana hibah yang 

digunakan untuk menolong perserta lain yang tertimpa musibah. Peserta 

secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru‟ jika 

dia tertimpa musibah, namun dilain pihak peserta juga dapat menjadi 

penanggung secara kolektif dengan peserta lain ketika ada salah seorang 

peserta tertimpa musibah, sedangkan perusahaan asuransi pada akad 

tabarru‟ adalah sebagai pengelola dana hibah dengan akad wakalah dari 

para peserta. 

Hasil dari pengelolaan dana tabarru‟ atau hibah yang dilakukan 

oleh perusahaan adalah sepenuhnya menjadi hak kolektif dari peserta. 

Perusahaan dapat memperoleh ujrah atau fee, jika akad yang digunakan 

wakalah bil ujrah. 

Pengolalaan dana tersebut berdasarkan dalil hadist Nabi: 

    ىمح  و ىسمى  لم   ىإو اه      س م   ىاا ا  و  يل   ىلم     ىا  ى       ب
 : اى      و ى  ج ه
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 bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, Shahīh Muslim, Juz.2,h.459 
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ااىا    ل ىالى ل ى سل خق ىا ىسفقىاام  ا  ت  ىله ىافل تج ف ى ا تركىمت ت كلىى
164ا    

 

 

“Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki 

harta,hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa 

diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat dan nafakah)” (HR. 

Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari„Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari 

kakeknya Abdullahbin „Amr bin Ash). 

 

2. Denda Peserta BPJS 

UU No. 24 Tahun 2011 Pasal  17 ini memuat saksi administratif 

sebagaimana yang di maksud pasal 2 adalah saksi administratif yang 

disebutkan pasal 1 sebelumnya adalah a. teguran tertulis. B. denda dan c. 

tidak mendapat layanan publik. 

Berdasarkan analisis penulis dalam hal ini tentang denda sudah 

sesuai dengan prinsip hukum islam dan dapat di lanjutkan sehingga 

penulis menolak asumsi bahwa denda merupakan riba atau tambahan yang 

tidak diperbolehkan. Dengan mengacu pada dalil yang telah di sebutkan di 

atas maka denda dalam BPJS boleh dan sah karena menghindari 

wanprestasi perjanjian pendaftaran dan menzalimi orang lain atau peserta 

BPJS lainnya. 

 

3. Investasi dana Peserta BPJS 

UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 11, Pasal 13, Pasal 41, dan Pasal 43. 

Menurut Pasal 11 Butir b “Menempatkan Dana Jaminan Sosial investasi 

                                                             
164

Muhammad bin „Īsa bin Saurah al-Tirmidzī, Sunan al-Tirmidzī, (Riyadh: Maktabah al-

Ma‟ārif li al-Natsr wa al-Tauzī‟, t.th), h. 162. 
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jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek 

likuiditas, solvabilitas, kehati – hatian, keamanan  dana, dan hasil yang 

memadai.”.  Dalam hal ini penempatan dana tidak di lakukan pada bank 

syariah, namun pada bank konvensional. Hal ini penulis simpulkan 

berdasarkan ketentuan yang di berikan BPJS dalam hal pembayaran yang 

disediakan kepada peserta BPJS di mana pembayarannya melalui Bank 

Mandiri, BNI, Bank BRI, Bank BTN dan Kartu kredit Visa, Mastercard 

dan JCB. 

Menurut ekonomi syariah bank konvensional di nyatakan haram 

karena ada riba di dalamnya maka secara ekonomi syariah investasi pada 

bank konvensional, bursa efek Indonesia dan reksadana non syariah tidak 

di benarkan, haram hukumnya karena ada riba di dalamnya, maka 

hendaknya di dalam peraturan pemerintah investasi ini di lakukan di bank 

syariah, walaupun pendapat tentang keharamannya belum sepenuhnya 

disepakati oleh semua ulama. 

Hal ini berdasarkan beberapa pendapat yang diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Pendapat Abu Zahrah (Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas 

Cairo), Abul A‟la Maududi (Pakistan), Muhammad abdullah Al-

„Arabi (Penasihat Hukum pada Islamic Congres Cairo), dan lainnya 

yang sependapat menyatakan bahwa bunga bank itu riba nasiah, 

yang dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu umat Islam tidak 

diperkenankan bermuamalah dengan bank yang memakai sistem 
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bunga, terkecuali memang benar-benar dalam keadaan darurat atau 

terpaksa, dengan syarat mereka itu mengharapkan dan menginginkan 

lahirnya bank Islam yang tidak memakai sistem bunga sama sekali. 

2. Pendapat A. Hasan pendiri dan Pemimpin Pesantren Bangil (Persis) 

yang menerangkan bahwa bunga bank seperti di Negara kita ini 

bukan riba yang diharamkan, karena tidak bersifat ganda 

sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 130. 

3. Pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo (Jawa Timur) 

tahun 1968 yang memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan 

oleh bank-bank Negara kepada para nasabahnya, demikian pula 

sebaliknya adalah termasuk syubhat atau mutasyabihat, artinya 

tidak/belum jelas halal haramnya. Maka sesuai dengan petunjuk 

Hadits, kita harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang 

semisal ini. Karena itu, jika kita dalam keadaan terpaksa atau kita 

dalam keadaan hajah, artinya keperluan yang mendesak/penting 

barulah kita diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang 

menggunakan sistem bunga bank itu dengan batasan-batasannya 

yang telah ditetapkan dalam agama.
165

 

4. Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa‟ (Guru Besar Hukum Islam dan 

Hukum Perdata Universitas Syria), bahwa sistem perbankan yang 

kita terima sekarang ini sebagai realitas yang tak dapat kita hindari. 

Karenanya umat islam diperbolehkan (mubah) bermuamalah dengan 
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Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta, Gunung Agung, 1997, h. 109-112 
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bank konvensional itu atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan 

bersifat sementara. Sebab umat Islam harus berusaha mencari jalan 

keluar dengan mendirikan bank tanpa adanya sistem bunga/riba, 

demi menyelamatkan umat Islam dari cengkraman budaya yang 

tidak Islami
166

. 

5. Selain pendapat diatas, juga terdapat fatwa dari DSN MUI yang isi 

fatwanya adalah
167

: 

Pertama : Pengertian Bunga Interest dan Riba 

a. Bunga Interest/fa‟idah adalah tambahan yang dikenakan 

dalam transaksi pinjaman uang al-qardh yang di per-

hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan 

pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo 

waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada 

umumnya berdasarkan persentase. 

b. Riba adalah tambahan ziyadah tanpa imbalan yang terjadi 

karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan 

sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi‟ah. 

Kedua : Hukum Bunga interest 

a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria 

riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba 

Nasi‟ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini 

termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. 

                                                             
166

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Untung-Piutang, Gadai, Bandung, 

al-Ma‟arif, 1983, h. 22-23 
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 Tim MUI, Fatwa No. 1 tahun 2004, Jakarta 
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b. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik 

dilakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadaian, 

Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan 

oleh individu. 

Ketiga : Bermu‟amallah dengan lembaga keuangan konvensional 

a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga 

keuangan Syari‟ah dan mudah di jangkau,tidak di bolehkan 

melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan 

bunga. 

Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan 

Syari‟ah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan 

konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat. 

Di lanjutkan juga dalam  Pasal 13 Butir b“Mengembangkan asset 

Dana Jaminan Sosial dan Aset BPJS untuk sebesar – besarnya kepentingan 

peserta”,  pasal 41 ayat 2 Butir d,“investasi dalam istrumen ivestasi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan”. Dan Pasal 43 ayat (2) bulir c 

“investasi dalam instrument investasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”.Sebaiknya di dalam peraturan undang-undang di arahkan pada 

bank syariah, kecuali di tempat daerah atau wilayah tersebut tidak ada bank 

syariah. 


